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Menuju RPJPN 2025-2045

Transformasi 
Menyeluruh untuk 
Menuju Indonesia 

Emas 2045

Transformasi Indonesia
1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan 

Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah

Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan

Visi 
Indonesia 

2045:

Negara Nusantara 
yang Berdaulat, 
Maju dan 
Berkelanjutan

Berdaulat

Ketahanan, 
Kesatuan, Mandiri, 

Aman

Maju

Berdaya, Modern, 
Tangguh, Inovatif, Adil

Berkelanjutan

Lestari dan seimbang 
antara pembangunan 
ekonomi, sosial, dan 

lingkungan

NEGARA NUSANTARA
Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan 

nasional, dan budaya peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia

1 Transformasi Ekonomi

Seiring dengan perannya sebagai poros maritim dunia, 
pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi baru diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumber 
daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

2 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Keamanan nasional diarahkan menuju keselamatan bangsa, 
kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Nusantara Indonesia 
yang aman, damai, serta aktif menjaga perdamaian dunia.

Pertahanan berdaya gentar kawasan bertujuan untuk 
memperkuat pertahanan Indonesia.

3 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat 
dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati 
Indonesia.

Integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan 
untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi 
seimbang, sehat, dan aman.
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Rancangan Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang

Rancangan Akhir RPJPN 
2025-2045 sedang dalam 

penetapan Undang-undang

Rancangan Teknokratik 
2025-2029

• Orientasi Pembangunan ke laut
• Laut harus menjadi sumberdaya pertumbuhan 

ekonomi, krn sumberberdaya yang melimpah
• Pulau sebagai basis pembangunan 

kewilayahan
• Geo strategis dan geopolitics Kawasan yang 

diapit banyak kepentingan dari negara-negara 
lain

• Konektifitas laut antar pulau menjadi strategis
• Pengawasan sampai titik-titik terluar 
• Zona pelayaran utama untuk supply chain 

perdagangan dunia
• Rawan dari sisi kemananan laut
• Penegakan sovereignty dan Sovereign Right
• Kapasitas pengelolaan sumberdaya kelautan 

yang mumpuni

Archipelagic Paradigm, 
Archipelagic System Thinking
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Tahap 1
2025-2029
Penguatan Fondasi  
Transformasi

Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi:
1. Transformasi Ekonomi:

Upaya memperkuat pondasi ekonomi biru menjadi penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan 
sumber pertumbuhan baru melalui penguatan tata kelola ekosistem ekonomi biru, pengembangan 
industrialisasi perikanan, penguatan industri manufaktur berbasis kelautan, penguatan sistem 
transrpotasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, pengembangan pariwisata bahari dan danau, 
dan pengembangan dan pemanfaatan penelitian, inovasi, serta peningkatan SDM maritim. 

2. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:
Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi melalui penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; 
kolaborasi pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di laut; 
peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut; pengawasan dan 
pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan choke point; serta pemetaan batimetri dan alur laut. 

3. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
Peningkatan produksi perikanan perikanan dan rumput laut melalui pengelolaan perikanan tangkap 
dan pengembangan perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, pengelolaan 
input produksi dan efisiensi sistem produksi, pembangunan infrastruktur berbasis kawasan 
perikanan, peningkatan rantai nilai dan peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang 
mendukung transformasi perikanan.

RPJMN 2025-2029 Untuk Penguatan Fondasi Transformasi

Keamanan laut dan Hidro-Oseanografi 
merupakan salah satu arah kebijakan 
dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 

2025-2029
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Optimalisasi Kontribusi PDB Kemaritiman  dalam PDB Nasional 

• Luas Laut: 6,4 juta km2

• Panjang pantai 108.000 km (kedua 
terpanjang di dunia)

• 16.056 pulau yang telah diverifikasi
• 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia
• Diantara 2 Benua dan 2 Samudra
• Berbatasan laut dengan 10 negara 

(Malaysia, Singapura, Thailand, India, 
Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, 
Palau dan Timur Leste)

Kondisi Geografis, Geoekonomi & Geopolitik Distribusi PDB Kemaritiman Indonesia
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• Pada tahun 2022, Kontribusi PDB Kemaritiman Indonesia terhadap PDB Nasional adalah 7,92% 
dengan nilai Rp1.551,24 T.

• Dua klaster terbesar yang menyumbang >50% PDB Kemaritiman adalah Sumber Daya Energi 
Maritim serta Perikanan dan Budidaya Maritim.

• Terdapat klaster lain yang potensial namun belum berkontribusi secara optimal.

Sumber: BPS (diolah)
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Modalitas Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia

17,504
Pulau; 
108.000 km
Garis pantai

6,4 juta km2

Wilayah Laut
(65% dari total 
wilayah Indonesia)

19%
Sumber daya 
kelautan sudah 
dipetakan namun 
belum seluruhnya

29.2 juta ha
Kawasan 
Konservasi 
Perairan (2023)

22.6% 
ekosistem 
mangrove 
dunia

18,0 % 
Ekosistem 
terumbu karang 
dunia

2nd
Produsen 
akuakultur 
dunia

40% 
Perdagangan dunia 
melewati Alur Laut 
Kepulauan 
Indonesia (ALKI)

10.7% 
Jalur perlayaran 
dunia

69% 
Pemerintah 
Daerah berada di 
wilayah pesisir

7,9% 
Kontribusi PDB 
Maritim (2022); 
26% berasal dari 
sektor perikanan

5,1 juta
Rumah tangga 
bergantung kepada 
sektor perikanan 
tangkap dan 
budidaya (2022)

Aset Ekonomi Biru Indonesia Kontribusi terhadap Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia

• Perairan Indonesia dan perairan teritorial di kawasan ini menampung 
40 persen dari perdagangan maritim komersial dunia, dan dianggap 
sebagai salah satu Jalur Komunikasi Laut (Sea Lanes of 
Communications/SLOC) tersibuk di dunia

• Kapal peti kemas melakukan sekitar 15.648 kedatangan di pelabuhan- 
pelabuhan Indonesia, yang merupakan salah satu yang tertinggi di 
dunia dan termasuk dalam 25 negara dengan jumlah kapal peti kemas 
terbanyak. 

• Indonesia perlu lebih mempromosikan infrastruktur maritimnya untuk 
mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, pemetaan 
bawah laut Indonesia menjadi krusial.

Sumber: 
• Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia
• Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas
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CASE : Cruise Route dan Lokasi Terminal
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CASE : Peristiwa Kapal Kandas
Akibat Kelalaian dan Kurang Akuratnya Data Peta Kedalaman
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Peran Penting Pushidrosal dalam 
Pembangunan Kemaritiman Indonesia

Pushidrosal merupakan salah satu satuan Kerja 
(Satker) TNI AL.

Tugas dan Fungsi meliputi pembinaan Hidro-
Oseanografi meliputi survei, penelitian, pemetaan 

laut, publikasi, penerapan lingkungan dan 
keselamatan navigasi pelayaran.

Wali data batimetri (kedalaman laut) nasional.

Peran yang strategis PUSHIDROSAL 
memerlukan kapasitas kelembagaan yang kuat 
dengan dukungan peralatan/teknologi, sarpras, 

dan alokasi yang memadai.

Peta Hidrografi berperan penting untuk 
akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pelestarian lingkungan, serta 
penanganan bencana dan perubahan 

iklim di wilayah pesisir dan laut 
Indonesia
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Isu Strategis terkait Hidrografi Nasional

Dengan ketersediaan armada, SDM, dan alokasi 
anggaran yang ada saat ini diperlukan waktu >100 
tahun untuk melakukan survei dan pemutakhiran Data 
Batimetri perairan dan yurisdiksi Indonesia seluas 6,4 
juta km baru 18% yang telah dipetakan

Isu Strategis

Survei hidrografi dapat juga dilakukan oleh K/L lain 
seperti KKP, KLHK, Kemhub, Kem ESDM, BIG, BMKG, 
dan BRIN. Tetapi memerlukan pendampingan teknis 
oleh Pushidrosal untuk menghasilkan Peta Hidrografi 
(Nautical Chart) yang sesuai dengan ketentuan 
Organisasi Hidrografi Internasional (IHO).

Distribusi hasil peta hidrografi oleh Pushidrosal juga 
belum maksimal (masih banyak stakeholder pelayaran 
yang belum menggunakan produk hidrografi dari 
Pushidrosal).

Keterbatasan Pembiayaan untuk Survey dan 
Pemetaan Hidrography

Isu Anggaran

Sumber: Direktorat Pertahanan dan Keamanan Bappenas
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Penguatan Tata Kelola Kelembagaan  Survei dan Pemetaan

Survei Hidrografi Pemetaan Hidrografi Publikasi Hidrografi

Produksi:

Publikasi nautika 
dalam bentuk cetak 
maupun elektronik
Layanan jejaring 
hidrografi yang 
meliputi peta 
navigasi elektronik 
dan portal basis 
data hidrografi

Perencanaan:

a. Area survei
b. Standar dan 

metode survei
c. Wahana dan 

peralatan yang 
digunakan

d. Personel yang 
terlibat

Pelaksanaan

Pengumpulan dan 
pengolahan data 
mentah menjadi data 
olahan sesuai dengan 
ketentuan IHO

Pelaporan

a. Data mentah
b. Data olahan
c. Kumpulan 

catatan lapangan
d. Lembar lukis 

lapangan
e. Risalah survei

Perencanaan:

Pembuatan peta 
laut Indonesia dan 
Peta Tematik 
Hidrografi
Pembaruan peta 
laut Indonesia dan 
Peta Hidrografi 
yang sudah ada

Pelaksanaan

a. Pengumpulan 
data

b. Proses kartografi
c. Penetapan

Distribusi

Kegiatan distribusi 
dilakukan kerjasama 
dengan pihak lain 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan

Data dan Informasi Hidrogafi Standar IHO

PUSHIDROSALPENGGUNA 
JASA MARITIM

Instansi Terkait

Instansi Terkait

Sumber: Policy Paper Penguatan Kapasitas Pushidrosal oleh Direktorat Pertahanan dan Keamanan Bappenas

Pushidrosal penganalisa penyedia data dan 
informasi hidrogafi untuk mendukung kepentingan 
pertahanan negara di laut dengan menyediakan 
database medan laut.

Pushidrosal bertanggung jawab secara teknis 
terhadap diplomasi batas maritim (Maritime 
Borders Diplomacy) dengan memberikan data dan 
informasi hidros yang akurat dan mutakhir, 
khususnya kepada 10 negara tetangga Indonesia.

Pushidrosal mempublikasi kenautikaan yang 
mutakhir untuk mendukung keselamatan navigasi 
di laut, baik untuk kepentingan militer maupun 
komersial.

Pushidrosal sebagai National Focal Point Indonesia 
dalam Organisasi Hidrografi Dunia (IHO) perlu 
mengedepankan kepentingan nasional khususnya di 
bidang hidros.
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Perencanaan detail dan 
Penetapan wilayah 

prioritas untuk survei 
dan pemutakhiran data 

hidrografi yang 
mendesak urgensinya

Peningkatan distribusi 
publikasi produk 

hidrografi di domestik 
dan dunia internasional.

Pemanfaatan teknologi 
survei hidrografi berbasis 

teknologi terkini

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
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